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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, akibat menyebarnya Virus
Covid-19 yang pada akhirnya menjadi pandemi di banyak negara. Pada mulanya
dunia dikejutkan dengan kasus infeksi pada paru-paru yang teridentifikasi berasal
dari infeksi baru Corona Virus (Covid-19) di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.
Infeksi akibat virus ini menyebar sangat cepat ke berbagai kota bahkan berbagai
negara. Tidak terkecuali Indonesia, juga menjadi salah satu negara yang menjadi
tempat menyebarnya wabah virus tersebut. Perkembangan virus covid-19 yang sangat
cepat dan mudah menular tentunya mempengaruhi bahkan merusak tatanan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tercatat hingga 27 April 2020 terdapat
100.303 orang yang dinyatakan positif covid-19 di Indonesia dan 4.838 orang
diantaranya meninggal dunia’. Di Provinsi Sumatera Barat hingga tanggal 27 Juli
2020 terdapat 869 kasus positif dan 33 kasus diantaranya meninggal dunia. Kasus
positif terbanyak berasal dari Kota Padang, tercatat hingga 27 Juli 2020 terdapat 606
kasus positif f covid-19 dan 25 kasus diantaranya meninggal dunia dan 513 kasus
dinyatakan sembuh dari virus covid-19°. Melihat tingginya angka kasus positif
covid-19 di Kota Padang, tentunya menuntut keseriusan semua pihak dalam
menyikapi hal ini. Data penyebaran kasus covid-19 di Kota Padang pada setiap

kelurahan dan kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut;

! www.Jpnn.com/news/27-Juli-2020/21.10 wib
2 www.corona.padang.go.id/27-Juli-2020/21.23 wib




Tabel 1.1
Penyebaran Kasus Covid-19 di Kota Padang pada Bulan Juni-Juli 2020

Lokasi Positif Meninggal | Sembuh | Sisa
Kec. Padang Utara 38 2 33 3
Alai Parak Kopi 11 0 9 2
Ulak Karang Selatan 6 2 4 0
Gunung Pangilun 6 0 6 0
Ulak Karang Utara 5 0 5 0
Air Tawar Barat 4 0 4 0
Air Tawar Timur 4 0 3 1
Lolong Belanti 2 0 2 0
Kec. Padang Barat 54 2 49 3
Purus 11 0 11 0
Padang Pasir 11 0 11 0
Kampung Jao 8 2 5 1
Flamboyan Baru 8 0 8 0
Rimbo Kaluang 6 0 5 1
Ujung Gurun 5 0 5 0
Kampung Pondok 3 0 3 0
Berok Nipah 2 0 1 1
Kec. Padang Timur 99 5 75 19
Andalas 19 1 14 (+1) 4
Sawahan 16 1 15 (+1) 0
Kubu Dalam Parak Karakah 13 0 12 1
Kubu Marapalam 10 2 2 6
Simpang Haru 8 1 6 1
Jati Baru 8 0 7 1
Jati 7 0 7 0
Ganting Parak Gadang 7 0 4 3
Parak Gadang Timur 6 0 5 1
Sawahan Timur 5 0 3 2
Kec. Padang Selatan 45 4 37 4




Mata Air 20 2 18 0
Pasa Gadang 10 0 10 0
Alang Laweh 4 1 1 2
Rawang 4 1 1 2
Seberang Palinggam 4 0 4 0
Seberang Padang 2 0 2 0
Ranah Parak Rumbio 1 0 1 0
Kec. Nanggalo 32 2 27 3
Kurao Pagang 16 2 14 0
Surau Gadang 12 0 10 (+1) 2
Kampung Lapai 3 0 3 0
Tabing Banda Gadang 1 0 0 1
Kec. Kuranji 108 3 97 8
Kuranji 51 1 48 2
Lubuk Lintah 11 1 10 (+2) 0
Pasar Ambacang 10 0 10 (+1) 0
Kalumbuk 10 0 9 1
Korong Gadang 9 0 7 2
Gunung Sarik 7 0 5 2
Ampang 6 1 5 0
Anduring 3 0 2 1
Sungai Sapih 1 0 1 0
Kec. Pauh 50 0 44 6
Piai Tangah 14 0 14 0
Pisang 14 0 13 1
Limau Manis Selatan 9 0 5 4
Limau Manis 4 0 4 0
Koto Luar 3 0 3 0
Binuang Kampung Dalam 2 0 2 0
Cupak Tangah 2 0 2 0
Kapalo koto 2 0 1 1
Kec. Lubuk Begalung 86 2 72 12
Pagambiran Ampalu 22 0 20 2
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Bungus Timur 1 0 1 0

Total 606 25 513 68
Sumber; www.corona.padang.go.id, 27 Juli 2020, 22.10 wib

Di Kota Padang juga telah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) hingga tahap 11l dan berakhir pada 7 Juni 2020. Namun, Pemerintah Kota
Padang tidak segera memberlakukan era normal baru, melainkan memberlakukan
masa transisi yang diterapkan selama satu minggu pada 8 Juli 2020 sampai 13 Juli
2020. Masa transisi ini dimaksudkan sebagai masa sosialisasi mengenai pola hidup
baru ditengah kondisi pandemi. Untuk mendukung pola hidup baru tersebut, maka
Pemerintah Kota Padang membuat Peraturan Wali Kota (Perwako) No. 49 tahun
2020 tentang Pola Hidup Baru pada Masa Pandemi Covid-19. Perwako ini mengatur
mengenai tata cara pencegahan dan pengendalian penularan virus covid-19, fokusnya
pada kegiatan masyarakat pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya,
keagamaan, transportasi dan pelayanan publik. Bidang-bidang kegiatan yang menjadi
fokus kajian Perwako No. 49 tahun 2020 tersebut, merupakan bidang kehidupan
masyarakat yang mendapatkan efek terburuk akibat adanya virus covid-19.

Untuk bidang perekonomian, menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Sumatera
Barat, hingga bulan Juni terdapat 1.299 pekerja di Kota Padang kehilangan
pekerjaannya, terdiri dari sektor swasta, UMKM bahkan juga sektor publik. Kasus
virus covid-19 juga berdampak kepada bidang pendidikan, semua jenjang pendidikan
terpaksa harus meliburkan sekolah dan merubah sistem pembelajaran dengan sistem
virtual atau online. Tentunya kondisi ini bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat
Kota Padang khususnya, karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dalam
mendampingi anak-anak mereka untuk belajar secara online ditambah dengan
keterbatasan alat, dana dan juga jaringan internet. Akibatnya, tidak sedikit dari
masyarakat yang mengakui terjadinya penurunan konsentrasi anak dalam belajar dari

rumah (online).



Bidang kehidupan sosial, budaya masyarakat juga mengalami perubahan yang
signifikan akibat adanya virus covid-19. Masyarakat Kota Padnag dipaksa membatasi
ruang gerak bersosial, sehingga sering kita temukan masyarakatyang pada akhirnya
tidak pergi melayat ke rumah tetangga yang sedang kemalangan, tidak saling
mengunjungi untuk bersilahturahmi walaupun sesama teman bahkan keluarga. Hal ini
tentunya utuk mencegah penyebaran virus covid-19.

Melihat kenyataan tersebut, maka dalam upaya mempersiapkan pemerintah
daerah dan masyarakat untuk hidup dalam kondisi era normal baru, maka dalam
Perda No.49 Tahun 2020 memuat protokol kesehatan dalam berkegiatan pada bidang-
bidang kehidupan tersebut. Penekanannya lebih kepada kedisiplinan masyarakat
untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak dan penerapan pola hidup
sehat lainnya untuk meningkatkan imun atau daya tahan tubuh. Protokol kesehatan ini
diterapkan di sekolah atau lembaga pendidikan, di tempat kerja, tempat ibadah,
fasilitas umum, transportasi publik bahkan juga kehidupan di dalam keluarga.

Dalam kondisi pandemi ini, menurut WHO ada beberapa kelompok yang
dianggap rentan atau mudah tertular virus covid-19, seperti; orang lajut usia,
perempuan dan anak-anak, penderita penyakit kronis dan ibu hamil. Maka tentunya
dalam pencegahan penyebaran virus covid-19 harus menerapkan strategi yang
mempetimbangkan kondisi kelompok tersebut. Di Kota Padang, dengan adanya
Perwako no. 49 tahun 2020 seharusnya memuat strategi khusus untuk kelompok
rentan, namun kenyataannya hal ini masih terlupa oleh pemerintah daerah.

Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang diharapkan mampu
merumuskan kebijakan dan strategi yang menyasar kelompok perempuan dan anak-
anak dalam pencegahan penyebaran virus covid-19. Penelitian ini akan memfokuskan
kepada bagaimana kebijakan atau strategi yang dirumuskan oleh pemerintah daerah
melalui DP3AP2KB dalam pencegahan peyebaran virus covid-19 khususnya pada
kelompok perempuan. Pemilihan kelompok perempuan adalah dengan pertimbangan



belum terdapatnya data terpilan mengenai masyarakat yang terdampak virus covid-
19. Serta mengingat perempuan lebih memiliki aktifitas sosial di luar rumah yang
lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Relasi gender harus tetap menjadi
perhatian khusus dalam upaya memaksimalkan pencegahan penyebaran virus covid-
19.

Kita masih banyak melihat pedagang dan pengunjung yang berjualan di pasar
raya adalah kaum perempuan, bahkan untuk kehidupan bersosial seperti takziah dan
pesta di Kota Padang, masih didominasi oleh kaum perempuan. Artinya, perempuan
juga memiliki volume aktifitas di luar rumah yang sama dengan laki-laki. Kondisi
fisik atau imunitas tubuh permpuan yang mungkin saja tidak sekuat laki-laki
menjadikan mereka sebagai kelompok yang rentan atau mudah tertular virus covid-
19.

Melihat kondisi ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Analisis Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Pencegahan

Penyebaran Virus Covid-19 di Kota Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan kepada bagaimana
Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam upaya pencegahan penyebaran virus
covid-19 pada kelompok perempuan di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
Pengarusutamaan Gender pada kebijakan upaya pencegahan penyebaran virus covid-
19 di Kota Padang.



1.4 Urgensi Penelitian

Dengan masih tingginya angka kasus positif Covid-19 di Kota Padang, maka
menuntut partisipasi aktif semua pihak untuk terlibat. Baik pemerintah daerah selaku
aktor pelaksana maupun masyarakt sebagai keompok sasaran. Oleh karena itu, dirasa
sangat perlu merumuskan Kkebijakan ataupun strategi untuk mengupayakan
pencegahan penyebaran virus covid-19 khususnya pada keompok perempuan.
Pemilihan kelompok perempuan didasari pada pernyataan WHO yang menetapkan
perempuan sebagai kelompok rentan tertular virus covid-19. Harapannya tentu
memberikan masukan atau road map penyusunan kebijakan atau strategi dalam

memaksimalkan upaya pencegahan pada kelompok perempuan tersebut.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan
yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan Kkeadilan gender, melalui
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan
laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh
kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan
pembangunan. Dalam Inpres No. 9 tahun 2000 lebih sederhana dimaksudkan bahwa
PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender mejadi satu
dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Tujuan PUG diantaranya adalah memberikan perhatian khusus kepada
kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender,
memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi dan kontrol
yang sama terhadap pembangunan, dan meningkatkan sensitivitas gender berbagai
pihak. Tujuan PUG adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh
akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh
manfaat yang sama dalam pembangunan (Inpres No.9 Tahun 2000 tentang PUG).

Pemerintah menerapkan PUG dengan harapan bahwa pemerintah akan lebih
efisien dan lebih efektif di dalam menghasilkan kebijakan dan dampak pembangunan
yang lebih adil baik untuk laki-laki maupun perempuan, memberikan kesempatan dan
pengakuan yang sama di masyarakat kepada laki-laki dan perempuan, yang berarti
pula kehidupan sosial-ekonomi-politik Indonesia pun menjadi lebih kuat. Salah satu

kunci dari PUG adalah partisipasi masyarakat secara aktif.



Penyelenggaraan PUG mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun
pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-
kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran-peran sosial yang diperankan
oleh mereka untuk merespon kebutuhan jangka pendek. Misalnya perbaikan taraf
kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan
air bersih dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah
kebutuhan-kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan perubahan sub-ordinasi
perempuan terhadap laki-laki, seperti perubahan di dalam pembagian peran,
pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya. Kebutuhan strategis
gender ini, misalnya perubahan atau penyempurnaan hukum, dan persamaan upah
untuk jenis pekerjaan yang sama.

Indikator kesuksessan PUG adalah:
1. Komitmen politik.
2. Kerangka kebijakan.
3. Struktur dan mekanisme pemberdayaan.
4. Sumber daya.
5. Sistem informasi dan data.
6. Alat analisis.

7. Masyarakat madani.

2.2 Teknik Analisis dengan Model Gender Analysis Pathway (GAP).

Teknik ini digunakan untuk menganalisis data pada tataran medium dan makro
(khususnya menyangkut kebijakan). Teknik ini digunakan untuk memahami
kesenjangan gender dengan melihat aspek akses peran, manfaat dan kontrol yang
diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan. Dalam penelitian

ini memfokuskan pada bidang pendidikan.
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Teknik Model Gender Analysis Pathway (GAP) adalah sebagi berikut (Panduan
Pelaksanaan Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional,
2002;37):
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BAGAN
GENDER ANALYSIS PATHWAY (ALUR KERJA ANALISIS GENDER)

/ Analisis Kebijakan \
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4. Masalah Gender ! |
L L e e e e e e e e e e e e e e e ——— - — !
> Apa A :
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» Mengapa !
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2.3 Road Map Penelitian

PENELITIAN 4

PENELITIAN 4

ENELITIAN 2 PENELITIAN 3
TAHUN 2017 TAHUN 2018

TAHUN 2019 TAHUN 2020
Df’energgf_rll IAn.'laI|5|s tasi “Analisis “Analisis
|m§n5| ika mplementasi Model Kebijakan
Publik dalam Program Kota PUG dalam
Human
Merumuskan Tanpa Kumuh Upaya
Kebijakan di Kota Governan Pencegahan
Berbasis Gender Bukittinggi ce dalam Penyebaran
pada Dinas sebagai Implemen Virus Covid-
Kesehatan Upaya tasi 19 pada
Provinsi Sumatera Mewujudkan Kebijakan Kelompok
Barat”. Kota Program P_erempuan
Berwawasan di Kota
Lingkungan”. Kota Padang
Tanpa
Kumuh”

Dari alur fishbone tersebut terlihat bahwa tren penelitian yang telah dan akan

dilakukan adalah berfokus pada proses tahapan kebijakan publik. Mengingat salah satu fokus
dan konsentrasi kajian llmu Administrasi Publik ada pada ranah Kebijakan Publik. Terlihat
bahwa penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah menganalisis proses Formulasi
(perumusan) dan proses Implementasi (pelaksanaan) kebijakan publik.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Sumber
data penelitian ini dibedakan atas data primer dan sekunder. Menurut Lofland (dalam
Moleong 2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
tindakan. Selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain-lain.
1. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya atau
informan, yang dilakukan melalui wawancara. Pengambilan data primer akan dilakukan
secara purposive sampling.
2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2004:156) sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh
dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. Sumber data sekunder pada penelitian ini
diperoleh dari bahan kepustakaan, yaitu dokumen, laporan, atau arsip mengenai kebijakan
dan stretegi yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan informan
Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari fakta empiris
dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini menurut Nasution (dalam

Mursalin 2002), meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Proses memasuki lokasi penelitian. Pada tahap ini peneliti memasuki lokasi yaitu Kota
Padang dan fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

2. Berada di lokasi penelitian. Pada tahap ini peneliti menjalin hubungan pribadi dengan
subjek penelitian, mencari informasi yang lengkap dan dibutuhkan dari informasi dan
pengamatan yang diperoleh.

3. Mengumpulkan data. Peneliti memasuki tahapan mengumpulkan data melalui:

a. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua
pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Model yang digunakan adalah
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wawancara terstruktur berdasarkan pada pedoman wawancara, serta wawancara
yang tidak terstruktur untuk mengembangkan hal-hal yang memerlukan informasi
mendalam.

b. Dokumentasi. Pengumpulan data dengan menghimpun, mempelajari berbagali
informasi dokumentasi berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan kearsipan
terkait dengan lokasi penelitian.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan

dengan tema penelitian dan terlibat langsung.

3.3 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam memperoleh
dan mengumpulkan informasi dalam penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini
adalah:
1. Peneliti sendiri. Menggunakan panca indera dalam melakukan pengamatan dan
pengumpulan data secara langsung yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Catatan lapangan dan alat tulis. Untuk menghimpun data-data dalam penelitian dan
menghindari kesalahan terhadap pengamatan yang dilakukan.

3. Pedoman wawancara.

3..4 Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data menurut Miles dan Huberman yang
diterjemahkan oleh Rohidi (1992), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

1. Reduksi data.
Adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang
yang tidak perlu dan mengordinasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga
kesimpulan-kesimpulan final menggambarkan tentang kebijakan pengarusutamaan gender
yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Padang.

2. Penyajian Data.
Merupakan kumpulan informasi tersusun dan memberikan penarikan kesimpulan, dan
pengambilan tindakan berdasarkan data yang telah disajikan tentang tema penelitian.

3. Penarikan kesimpulan / verifikasi.
Suatu jalinan atau rangkaian pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam
bentuk yang sejajar, membangun wawasan umum yang disebut analisis. Verifikasi merupakan

kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti, mencatat suatu tinjauan
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ulang pada catatan-catatan lapangan. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan secara
terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, untuk menganalisis dan mencari

makna dari informasi yang dikumpulkan. Dengan bertambahnya data melalui proses

verifikasi maka diperoleh kesimpulan yang grounded.
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BAB IV
PEMBAHASAN

Kondisi berkembnagnya virus covid-19 dan menjadi pandemi diberbagai wilayah
menuntut keterlibatan aksi semua pihak guna menghentikan penyebaran virus tersebut. Di
Kota Padang, usaha tersebut diawali dengan 3 langkah besar yang sudah dimulai pada awal
Maret 2020 lalu. Tiga langkah tersebut adalah; membentuk Satuan Tugas Mitigasi Bencana,
sosialisasi protokol kesehatan, dan pengawasan pelaksanaan kebiasaan pola hidup baru.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk melakukan pencegahan penyebaran virus covid-19
khususnya di Kota Padang. Upaya pencegahan ini melibatkan semua stakeholders pada
tingkat kota, kelurahan hingga masyarakat langsung secara aktif.

Kota Padang menerapkan kebiasaan pola hidup baru dengan mengeluarkan kebijakan
Perwako No. 49 Tahun 2020. Kebijakan ini mengatur tentang tata cara pencegahan dan
pengendalian penularan virus covid-19, yang berfokus pada kegiatan masyarakat pada sektor
ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, transportasi dan pelayanan publik. Bidang-
bidang kegiatan yang menjadi fokus kajian Perwako No. 49 tahun 2020 tersebut, merupakan
bidang kehidupan masyarakat yang mendapatkan efek terburuk akibat adanya virus covid-19.
Hampir disemua bidang tersebut juga memberikan dampak terhadap kelompok rentan,
terutama pada kelompok perempuan. Hal ini disebabkan karena perempuan masih melakukan
kegiatan di luar rumah dengan kondisi fisik yang berbeda dari laki-laki. Karena kondisi inilah
maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih jeli dalam merumuskan strategi pencegahan
penyebaran covid-19 ini.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang diberikan kewenangan dalam pengurusan
permasalahan kelompok perempuan adalah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Pada
kondisi saat ini, maka DP3AP2KB dituntut agar membuat strategi yang bisa membantu kel
ompok perempuan agar tetap beraktifitas pada sektor publik dengan tetap mendapatkan
kenyamanan agar terhindar dari penyebaran virus covid-19.

Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam
mencegah penyebaran Virus Covid-19 pada kelompok perempuan, maka akan Kita
melakukan analisis dengan menggunakan kerangka alur kerja analisis gender yang dikenal
juga dengan Gender Analysis Pathway (GAP).
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4.1 Analisis Kebijakan Responsif Gender
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Program

Perwako No. 49 tahun 2020 tentang Kebiasaan Pola Hidup Baru dibuat dengan tujuan
mengatur perilaku stakeholders dalam berinteraksi sosial pada masa tatanan hidup baru. Hal
ini dimaksudkan agar semua stakeholders bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
sesuai dengan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Selain penerapan
protokol kesehatan, kebijakan ini juga mengatur tentang pembatasan aktifitas sosial,
ekonomi, pendidikan dan bidang kehidupan lainnya. Meskipun dibatasi, namun masyarakat
sangat dimungkinkan untuk kembali beraktifitas seperti sebelumnya, untuk kembali
memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Tantangan terberat dalam pelaksanaan
kebijakan ini adalah perilaku masyarakat yang beragam dan tingkat kepatuhan yang msaih
relatif rendah.

Semenjak bulan Maret hingga Juni 2020, Kota Padang sudah menerapkan
Pembatasan Berskala Besar (PSBB) pada setiap bidang kehidupan. Kondisi ini tentunya
memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. PSBB yang
diberlakukan bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441H,
menyebabkan perubahan pada tingkah laku masyarakat Kota Padang yang biasanya
melakukan mudik lebaran ke kampung. Namun, tahun ini masyarakat Kota Padang yang
banyak berasal dari daerah luar terpaksa menjalankan ibadah puasa dan lebaran berjauahan
dan keluarga dan kampung asal. Dilain sisi, banyaknya masyarakat Kota Padang yang
terpaksa kehilangan pekerjaan karena kondisi PSBB ini. Seperti, pedagang pabukoan yang
mengaku tidak bisa berjualan dengan leluasa dan penghasilan menjadi menurun secara
signifikan. Keluhan ini tidak hanya dari pedagang makanan pabukoan, namun pedagang di
pasar yang berjualan pakaian, kue kering dan perlengkapan puasa serta hari lebaran juga
mengalami penurunan penghasilan. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah untuk
merumuskan strategi agar bisa kembali memperbaiki perekonomian masyarakat.

Data dari Dinas Pasar Kota Padang, menyebutkan bahwa 65% pedagang di pasar
tradisional di Kota Padang adalah perempuan. Tentunya menjadikan perempuan sebagai
pemikul peran ganda dalam keluarga, yaitu sebagai ibu/ istri dan sebagai pencari nafkah
keluarga. Kondisi ini memaksa perempuan untuk terus beraktifitas di luar rumah agar bisa
memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga kita banyak melihat kelompok perempuan yang
bekerja di luar rumah dengan taruhan kondisi kesehatan mereka.
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Pada Perwako No0.49 tahun 2020 juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi
masyarakat pada kondisi kehidupan sosial sebelum adanya pandemi. Namun perbedaannya
adalah dengan lebih meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, dan
tentunya ini bukanlah hla yang mudah. Sasaran dari kebijakan ini adalah semua stakholders,
mulai dari pemerintah daerah melalui semua OPD, pelaku usaha, dan tentunya masyarakat

SeCara umum.

4.1.2 Data Pembuka yang Terpilah

Data pembuka yang dimaksud adalah ketersediaan data awal yang memberikan
gambaran atau informasi mengenai kondisi tertentu. Pada konteks Perwako No. 49 tahun
2020, maka kondisi yang dimaksud adalah kondisi penyebaran Virus Covid-19 di Kota
padang. Data pembuka awal yang digunakan untuk merumuskan kebijakan atau strategi

dalam mencegah penyebaran Virus Covid-19 adalah sebag berikut;

Tabel 4.1
Data Pembuka Kondisi Kasus Covid-19 di Kota Padang
Pada Bulan April-September 2020

April Mei Juni Juli Agustus | September
Kasus Suspek 145 202 239 251 149 273
Konfirmasi 202 314 571 606 872 951
positif

Sumber; Dinas Kesehatan Kota Padang, 2020

Dari data pada tabel 4.1 dapat kita ketahui bahwa kasus penduduk Kota Padang yang
terkonfimasi positif selalu mengalami peningkatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota
Padang, yang dimaksud dengan kasus suspek adalah orang yang mengalami infeksi saluran
pernafasn akut (ISPA) maksimal 14 hari setelah melakukan perjalanan pada daerah dengan
zona merah atau pernah berinteraksi dengan orang terkonfirmasi positif. Sedangkan
konfirmasi positif merupakan orang yang secara gejala menunjukkan tanda-tanda Covid-19
dan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR baik dengan gejala ataupun tanpa gejala.

Data awal ini yang mendorong pemerintah daerah untuk harus merumuskan strategi
yang tepat agar bisa menghentikan laju penyebaran Covid-19 dan yang lebih utama
mengembalikan interaksi sosial dan aktifitas kehidupan masyarakat guna pemenuhan
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kebutuhan. Pemerintah Kota Padang melalui OPD terkait terus melakukan pembaharuan data
secara berkala. Untuk sektor ekonomi, Dinas Tenaga Kerja menyatakan bahwa hingga
Agustus 2020 terdapat 218 masyarakat Kota Padang yang mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK). Tentunya data ini juga dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan strategi
pemerintah dalam mengatasi persoalan komplek yang diakibatkan oleh penyebaran Virus
Covid-19.

Namun, yang belum bisa ditampilkan oleh OPD adaah data terpilah. Data terpilah
penyebaran Covid-19 merupakan kondisi penyebaran virus pada masyarakat yang ditampilan
secara terpisah, sehingga bisa memberikan data jumlah perempuan dan laki-laki yang terkena
virus covid-19 ini. Satu-satunya data terpilah dimilki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota
Padang seperti berikut;

Tabel 4.2
Data Terpilah Kasus Covid-19 di Kota Padang

April Mei Juni Juli Agustus
PR|LK|PR|LK|PR| LK | PR|LK| PR |LK
Kasus Suspek |68 |77 | 114 |88 | 110 | 129 132 | 119 | 108 | 41
Konfirmasi 103 |99 | 119 | 195 | 281 | 290 | 368 | 238 | 459 | 413
positif

Sumber; DP3AP2KB Kota Padang, 2020

Data pada tabel 4.2 menggambarkan kondisi perkembangan kasus Virus Covid-19
pada bulan April hingga bulan Agustus 2020. Data tersebut ditampilkan secara terpilah antara
perempuan dengan laki-laki. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kasus Covid-19 selalu
mengalami penambahan kasus setiap bulannya. Untuk penambahan kasus pada perempuan,
lebih banyak dari pada pasien laki-laki yaitu sebesar 0,91% hingga 1,6%. Tujuan dari adanya
pemilahan data secara gender adalah untuk memudahkan merumuskan strategi pencegahan
penyebaran Covid-19 khsuusnya di Kota Padang.

Dengan adanya pemetaan kasus berbasis gender, maka pemerintah daerah bisa
mengidentifikasi bagaimana kondisi masyarakat Kota Padang antara kelompok masyarakat
perempuan dengan laki-laki, baik kondisi sebagai pasien maupun sebagai masyarakat yang

terkena dampak dari pandemi Virus Covid-19 ini.
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Sayangnya, baru OPD DP3AP2KB Kota Padang yang menyediakan data terpilah
penyebaran kasus Covid-19. Sehingga masih sangat sulit untuk mengidentifikasi kondisi
kelompok perempuan dan laki-laki setelah adanya pandemi Covid-19 ini. Pemerintah daerah
Kota Padang melalui OPD yang ada sudah cukup komitmen dalam menyediakan data
dampak dari penyebaran Virus Covid-19. Seperti data yang dikeluarkan oleh Kantor Tenaga
Kerja dan Perindustrian Kota Padang mengenai jumlah masyarakat yang terkena dampak

Virus Covid-19 dari jenis pekerjaanny, seperti pada tabel 4.3 berikut;

Tabel 4.3
Jenis Pekerjaan yang Terdampak Virus Covid-19
berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan Jumlah yang Keterangan
Terdampak (%0)
Pedagang Kebutuhan Pokok 45 Pedagang bahan makanan pokok tidak

terdampak terlalu besar, karena
meskipun ruang gerak pedagang dan
pembeli dibatasi namun masyarakat
selalu membutuhkan barang-barang
kebutuhan dasar/ pokok, sehingga
pedagang kebutuhan pokok selalu bisa
jual-beli barang meskipun terjadi
penurunan daya beli masyarakat.

Transportasi Umum 83 Masyarakat dengan pekerjaan sebagai
penyedia jasa angkutan umum sangat
merasakan dampak dari
berkembangnya Virus Covid-19. Hal
ini disebabkan karena masyarakat
mulai membatasi aktifitas di luar
rumah, sehingga banyak masyarakat
yg tidak lagi bepergian apalagi jika
harus menggunakan jasa angkututan

umum.
Usaha Catering atau Jasa 64 Masyarakat yang bekerja pada jasa
Boga boga atau dikenal dengan catering

cukup merasakan dampak dari
penyebaran virus ini. Hal ini
disebabkan karena adanya larangan
untuk melakukan kegiatan secara
offline/ langsung. Sehingga banyak
kegiatan yang dilakukan dengan
daring dan tanpa snack. Namun dilain
sisi, ada rumah tangga yang justru
memesan catering khusus untk
kebutuhan pangan harian keluarga.
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Lembaga kursus/ pelatihan 60 Lembaga pelatihan cukup merasakan
dampak dari adanya Virus Covid-19,
karena banyak yang terpaksa
menghentikan sementara kegiatan
pelatihannya karena adanya larangan
berkegiatan di luar rumah.

Pemutusan Hubungan Kerja 75 Sangat banyak masyarakat yang
terkena dampak PHK dari adanya
pembatasan aktifitas akibat adanya
virus Covid-19. PHK tidak hanya pada
sektor privat namun juga pada bidang
kerja ranah publik.

Sumber; Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2020

Pada tabel 4.3 cukup memberikan gambaran bahwa banyak jenis pekerjaan yang
terdampak akibat Virus Covid-19. Namun, tampilan data tersebut belumlah lagi disajikan
dalam bentuk terpilah, sehingg masih sangat sulit diidentifikasi bagaimana dampak virus
Covid-19 terhadap kelompok perempuan dan laki-laki.

Dari kondisi di lapangan maka diketahui bahwa data kondisi dampak penyebaran Virus
Covid-19 di Kota Padang belum diidentifikasi secara terpilah dari setiap bidang kehidupan.
Sehingga diasumsikan bisa menyulitkan stakeholders dalam merumuskan strategi pencegahan

penyebaran virus yang berbasis gender.

4.1.3 Faktor Penyebab Kesenjangan Gender
Kesenjangan gender bisa terjadi karena adanya perbedaan akses, kontrol, partisipasi
dan manfaat yang diterima oleh kelompok perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi pandemi saat ini, maka sangat terasa keterbatsan
banyak pihak dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini bisa dilihat dari;
a. Akses
Adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi masyarakat pada saat sekarang ini
tentunya juga memberi kesulitan dalam akses terhadap layanan pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Banyak dijumpai ibu-ibu yang masih melakukan kegiatan di area publik
guna memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti beraktifitas di pasar yang tak jarang
mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu, masih sering dijumpai perempuan yang
mengakses layanan publik pada kantor pemerintah daerah daripada laki-laki. Seperti
mengakses surat administrasi kependudukan. Sedangkan laki-laki lebih sering

beraktifitas di luar rumah sebagai bentuk mencari nafkah/ bekerja. Kondisi ini
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seharusny menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk
memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat mengenai tatacara berperilaku
hidup sehat pada masa pandemi. Karena tidak semua masyarakat bisa selalu dituntut
untuk beraktifitas di dalam rumah.

b. Kontrol
Kontrol merupakan salah satu bentuk cara masyarakat mengawasi kerja aparatur publik
dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pada masa pandemi saat ini,
masyarakat sudah mulai acuh atau tidak peduli dengan kinerja pemerintah. Masyarakat
lebih berfokus kepada upaya pemenuhan kebutuhan pokok keluarga daripada
mengawasi dan mengkritik Kinerja pemerintah. Kondisi ini seharusnya menjadi faktor
pendorong bagi aparatur pemerintah daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan
kinerja layanan pad sektor publik.
Namun, kenyataan yang ditemukan adalah pada masa pandemi sekarang layanan publik
justru mengalami kendala dan menyebabkan masalah baru. Pada masa pandemi saat ini,
layanan publik dituntut untuk berbasis digital sehingga tetap bisa diakses oleh
masyarakat. Namun keterbatasan pemerintah dari segi sumber daya aparatur dan sarana
pendukung yang masih terbatas menjadi penyebab lemahnya layanan publik selama
masa pandemi. Ketidaktahuan masyarakat trehadap cara layanan publik yang berbasis
digital juga menjadi penyebab buruknya layanan selama masa pandemi.

c. Partisipasi
Pada penerapan kebijakan yang berbasis gender, maka juga harus didukung oleh
partisipasi kelompok laki-laki dan perempuan secara aktif. Kenyataan yang ditemukan
di Kota Padang semasa pandemi, kelompok perempuan cenderung acuh dengan kinerja
layanan publik yang ada. Bahkan himbaun pemerintah untuk menerapkan protokol
kesehatan sering tidak dilaksanakan. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa
justru merasa tidak nyaman atau terganggu jika harus menggunakan masker setiap
waktu. Perilaku masyarakat yang kurang disiplin ini tentunya membuat terhambatnya
pencapaian kinerja publik.

d. Manfaat
Masa pandemi saat sekarang ini diharapakan masyarakat tetap bisa merasakan manfaat
dari layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Namun, karena rendahnya
partisipasi masyarakat maka manfaat yang dirasakan juga tidak maksimal. Masyarakat
lebih banyak merasakan dampak negatif atau hambatan dalam pemenuhan kebutuhan
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selama masa pandemi. Karena keterbatasan ruang gerak, maka masyarakat mulai abai
dengan manfaat layanan publik. Mereka lebih disibukkan dengan pemenuhan

kebutuhan keluarga.

4.2. Formulasi Kebijakan Responsif Gender
Perumusan Strategi Responsif Gender
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang menjadi OPD yang diberikan kewenangan
untuk mengurusi permasalahan sosial yang berbasis gender guna mewujudkan kesetaraan
gender pada semua bidang kehidupan masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan oleh
DP3AP2KB Kota Padang dalam mewujudkan kesetaraan gender pada masa pandemi adalah;
1. Sosialisasi bahaya Virus Covid-19
Kegiatan sosialisasi dilakukan tidak hanya kepada kelompok perempuan, namun juga
laki-laki. Sosialisasi dilakukan dengan cara koordinasi dan kerjasama dengan
stakeholder terkait, seperti pemerintah kecamatan, kelurahan, tenaga kesehatan, tokoh
masyarakat dan pihak lainnya. Sosialisasi yang pernah dilakukan oleh DP3AP2KB
adalah dengan bekerjasama dengan posyandu yang ada pada tiap kecamatan di Kota
Padang. Sosialisasi pada posyandu dilakukan dengan tujuan agar bisa memberikan
informasi lebih rinci khusus kepada para ibu-ibu. Alasan DP3AP2KB menyasar
posyandu adalah karena pean ibu yang akan meneruskan kebiasaan hidup sehat dengan
protokol kesehatan atau dikenal juga dengan protokol Covid-19.
2.Membuat flyer atau selebaran yang berisi informasi mengenai kebiasaan pada pola
tatanan hiudp baru dengan menerapkan protokol Covid-19. Selebaran ini dibagikan
kepada setiap kecamatan dan kelurahan agar bisa diteruskan kepada masyarakat
seetmpat. Harapannya, selebaran ini bisa memberikan informasi mengenai protokol
kesehatan yang harus dipatuhi dan dijalnakan secara konsisten.
3.Mendorong masyarakat, khususnya perempuan untuk mengurangi aktifitas pada
tempat-tempat keramaian. DP3AP2KB memberikan contoh salah satu upaya yang bisa
dilakukan oleh masyarakat agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga tanpa
harus bepergian ketempat keramaian (pasar). Salah satu caranya adalah dengan
membuat Posko Barter Kebutuhan Pangan. Posko ini bisa dibuat pada komplek
perumahan, tingkat RT, atau kelurahan. Pada posko ini bisa disediakan kebutuhan
pokok keluarga terutama kebutuhan pangan, yang bisa ditukar atau barter dengan bahan
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pangan lainnya. Dengan metode ini diharapkan bisa mengurangi aktifitas para ibu
untuk pergi berbelanja bahan pangan ke pasar.

Dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh DP3AP2KB, maka dirasa bahwa upaya

tersebut masih bersifat relatif. Belum memberikan dampak yang sangat signifikan dalam

perubahan pola perilaku antara perempuan dengan laki-laki dalam menerapkan protokol

kesehatan atau protokol Covid-19 secara konsisten.

4.3 Rencana Aksi Responsif Gender
Sebagai Leading Sector dalam pemberdayaan perempuan agar bisa mewujudkan
kesetaraan gender, maka DP3AP2KB Kota Padang telah melakukan berbagai macam upaya
untuk mewujudkannya. Dalam merumuskan dan mewujudkan hal tersebut tentunya tidak
terlepas dari kerjsama yang baik yang dilakukan oleh DP3AP2KB dengan berbagai
stakeholders. Rencana aksi yang sudah dilakukan oleh DP3AP2KB diantaranya;
1.Koordinasi dengan kecamatan mengenai data masyarakat yang suspec dan
terkonfirmasi positif Covid-19. Data ini akan diidentifikasi secara terpilah antara
perempuan laki-laki.
2.Kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang untuk menambah
informasi dan pengetahuan mengenai upaya hidup sehat pada masa pandemi. Hal ini
bertujuan untuk memberikan wawasan kepada DP3AP2KB dalam merumuskan strategi
pencegahan penyebaran Virus Covid-19 khususnya pada kelompok perempuan.
3.Kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk bisa lebih dekat dengan
orang tua siswa dalam mensosialisasikan pentingnya hidup sehat dengan protokol
Covid-19.
4.Kerjasama dengan tokoh masyarakat agar bisa melakukan pendekatan dan lebih

diterima oleh masyarakat dalam memberikan informasi dan sosialisasi.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kondisi pandemi akibat penyebaran Virus Covid-19 saat ini sudah seharusnya
menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta dan juga masyarakat
umum. Keterlibatan semua stakeholders diharapkan bisa mengurangi dan mencegah
penyebaran Virus Covid-19 khususnya di Kota Padang. Mengingat adanya kelompok rentan
dalam penyebaran virus covid-19 ini, maka tentu diharapkan ada strategi yang juga berbeda
dalam upaya pencegahan penyebaran virus ini pada kelompok rentan tersebut. Salah satu
kelompok rentan pada penyebaran Virus Covid-19 adalah kelompok perempuan. Hal ini
dikarenakan perempuan cenderung memiliki imunitas atau daya tahan tubuh yang lebih
lemah dibandingkan laki-laki. Mengingat perempuan masih banyak melakukan aktifitas
pekerjaan dan kegiatan sosial di luar rumah, maka diperlukan strategi khusus agar bisa
mencegah penyebaran Covid-19 pada kelompok perempuan. OPD yang menjadi leading
sector dalam upaya ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang.

DP3AP2KB Kota Padang sudah mengupayakan perumusan kebijakan dan aksi untuk
mengurangi dan mencegah penyebaran Virus Covid-19. Upaya tersebut antara lain dengan
membangun kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders dan pelibatan aktif masyarakat
setempat.

Namun, upaya ini dinilai masih relatif dan belum menggambarkan kondisi yang
strategis teknis. Sehingga dirasa bahwa DP3AP2KB belum memiliki upaya khusus dalam
pencegahan penyebaran Virus Covid-19 khususnya pada kelompok perempuan. Kebijakan
Perwako No0.49 Tahun 2020 sebagai dasar dalam melakukan aktifitas sosial ekonomi
masyarakat dalam pola tatanan hiudp baru sehrusnya dijadikan sebgai rujukan bagi
DP3AP2KB dalam merumuskan strategi pencegahan penyebaran Virus Covid-19 pada

kelompok perempuan.

5.2 Saran
Berdasarkan kondisi di lapangan maka ada beberapa hal yang disarankan;
1. DP3AP2KB bekerjasama dengan OPD terkait guna melakukan perumusan kebijakan,
strategi dan aksi pencegahan penyebaran Virus Covid-19.
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2. DP3AP2KB mendorong OPD lain untuk mendata kasus suspec dan terkonfismasi
positif pada kasus Covid-19 secara terpilah berbasis gender.

3. DP3AP2KB melakukan pendekatan aktif secara langsung kepada masyarakat.
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